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Tradisi Uang Jemputan atau Bajapuik merupakan tradisi yang telah menjadi 
ciri khas masyarakat adat Padang Pariaman, tradisi bajapuik termasuk dalam 
adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dimana tradisi 
ini masih dilaksanakan oleh masyarakat adat Padang Pariaman yang berada di 
perantaun Bandar Lampung. Dalam pandangan masyarakat lain tradisi ini 
nampaknya memberatkan pihak mempelai wanita dan juga berbeda dengan apa 
yang disyariatkan dalam Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat 
Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ? bagaimana tinjauan hukum 
Islam tentang praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat 
Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ?. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk megetahui praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan 
masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung, dan untuk 
mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi praktik uang jemputan dalam 
perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, 
penelitan ini bersifat dekriptif analisis yaitu cara menganalisis data yang teliti 
dengan memaparkan data-data, menggambar, menafsirkan, menunjukan suatu 
fenomena yang berkembang di masyarakat tersebut. Hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis maka penelitian menemukan fakta yang terjadi 
bahwasannya praktik uang jemputan di rantau Bandar Lampung masih 
dilaksankan oleh masyarakat adat Padang Pariaman walaupun ada yang tidak 
melaksanakannya lagi karena sudah di rantau dan tidak ada konsekuensi 
apabila tidak melaksankannya, adat ini dilaksanakan untuk menghormati 
sesama perantauan. Tradisi uang jemputan tetap dilaksanakan meskipun tidak 
seratus persen seperti di Padang Pariaman. Sehingga apat ditarik kesimpulan 
bahwa praktik uang jemputan masih ada yang melaksanakan di perantauan 
Bandar Lampung namun, uang jemputan di rantau mengalami penyederhanaan 
pelaksanaanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak ninik mamak dan 
keluarga besar. Apabila perkawinan terjadi antara pria Pariaman dengan wanita 
bukan dari Pariaman maka dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. 
Dalam perspektif hukum Islam uang jemputan ini bukanlah hal yang dilarang, 
uang jemputan termasuk ke dalam prosesi di dalam khitbah. Hukum Islam 
menyerahkan kepada urf (kebiasaan), tradisi uang jemputan ini telah memenuhi 
syarat-syarat urf shahih. Pada hakikanya uang jemputan tidak bertentangan 
dengan syariat, meskipun terkesan memberatkan namun uang  jemputan masih 
tetap dilaksanakan karena sebenarnya pada uang jemputan tidak ada pihak 
yang dirugikan karena uang jemputan yang diberikan pihak perempuan kepada 
pihak laki-laki tersebut akan kembali kepada mempelai wanita pada saat 
manjalang dan uang kembali yang diberikan pihak laki-laki bahkan lebih 
besar, uang jemputan merupakan tanda saling menghormati antara keluarga 
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  MOTTO 
ُسْوَُلَاهلِلََلَكَنَ ْفِسى,َفَ َنَظَرَاِلَيَهاَرََََلَاهلِلَجْئُتَاََىبََُرُسوَْياََ  
طَاَََرَلنَّظََا,ََفَصعَّدََصلىَاهللَعليوَوسلم طاَْ ََ َبَُو,َُُثَّ َهاََوصوَّ ِفي ْ  
ارََاِتَاَاْلَمْراَةَُصلىَاهللَعليوَوسلمََرُسْوَُلَاهللَِ ,َرَْأَسُو,َفَ َلمَّ  
َفٌقََعَليوَِاََ ًعاََجَلَسْت,َفَ َقاََمََرُجٌلَُ)مت َّ َهاََشي ْ يَ ْقِضَِفي ْ 1(نَُّوََلََْ   
“Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata:  “WahaiRasulullah, 
aku datang untuk memberikan  (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu 
Rasulullah   saw melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya  
   ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian  beliau  
   menundukkan pandangannya.  Maka tatkala perempuan 
  itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan 
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A. Penegasan Judul  
Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu 
penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam 
judul penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan 
apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah : Tradisi Uang 
Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di 
Bandar Lampung Dalam Perpektif Hukum Islam. Adapun maksud dan 
pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini: 
1. Tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman 
adalah kebiasaan turun temurun dalam adat perkawinan yang menjadi ciri 
khusus masyarakat daerah Padang Pariaman yang dilakukan oleh keluarga 
pengantin perempuan dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak 
laki-laki sebelum akad dilangsungkan. 
2. Perantauan di Bandar Lampung orang yang bertempat tinggal di Bandar 
Lampung yang berasal dari daerah lain. 
3. Perpektif Hukum Islam adalah pandangan mengenai aturan wahyu Allah 
dan juga sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui 
dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.
2
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. Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman 






Dari beberapa penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwasanya 
yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk menjelaskan praktik tradisi 
uang jemputan adat Padang Pariaman di Bandar Lampung dan untuk 
mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang 
jemputan adat Padang Pariaman. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Alasan objektif dari penelitian ini adalah tradisi uang jemputan ini 
nampaknya memberatkan pihak pengantin perempuan karena memberikan 
sejumlah uang kepada pihak laki-laki karena tradisi perkawinan masyarakat 
Padang Pariaman di Bandar Lampung umumnya yang memberikan 
sejumlah uang dan melamar atau khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki 
bukan pihak perempuan dan juga tradisi uang jemputan ini kelihatannya 
bertentangan dengan hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh 
sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam yang meliputi hukum 
keluarga di mana perkawinan adalah bagian dari kajian perkuliahan. 
C. Latar Belakang  
Perkawinan menurut Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam yang 
selanjutnya disebut dengan KHI menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad 







 Perintah menikah ini dijelaskan dalam 
beberapa  ayat Al-quran diantarnya : 
  َ   َ َ  ََ   َ  ََ 
َ  َ َ َََ  ََ َ  َ الّنور(َ 
(42َ:)24) 
“Dan kawinilankanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan 
orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayanya 
yang laki-laki dan hamba-hamba sahyamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya”  (Q.S An Nur (24) : 32) 
Perintah untuk melangsungkan perkawinan ditemukan dalam beberapa 
hadis Nabi, seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Mas‟ud, Rasulullah saw 
bersabda  
لََناََرُسوُلَاَللَِّوَصلىَعْنََعْبِدَاَللَِّوَْبِنََمْسُعوٍدَرضيَاهللَُعْنُوَقَاََل:َقَاَلَ  
َباِب،َمِنَاْسَتطَاَعَِمْنُكُمَاْلَباَءَة,َفْلَيتَ َزوَّجََْ اهللَعليوَوسلمَ:َ)يَاََمْعَشَراَلشَّ  
َلِْلَبَصرَِوَأْحَصُنَلِْلَفرِْج،ََوَمْنَََلََْيْسَتطَِ ُوََلوَُْعَفَ َعَلْيِوَبِاَلًصْوِمَفَاَنَّفَِإنَُّوََأَغضُّ  
َفٌقَ 4َعَليوَِِوَجاٌء(َُمت َّ  
“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 
shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami : Wahai para pemuda, 
siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “Al-baah” 
hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari 
penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak 
mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya 
pengekang hawa nafsu” . Muttafaq Alaih.”
5
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Dalam pandangan Islam selain perkawinan merupakan perbuatan ibadah, 
dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya 
menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah 
Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya 
sendiri dan untuk umatnya.
6
 
Islam menginginkan pasangan suami istri membangun rumah tangga 
melalui akad nikah yang bersifat langgeng. Terciptanya keharmonisan di antara 
suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing 
pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Dalam firman Allah disebutkan : 
 ََ ََ  َ َ َ(15(َالّذاريات:َ)  
24) 
 “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah”. (Q.S: Adz Zariyat (51) : 49) 
Hukum adat Indonesia beraneka ragam yang dipengaruhi oleh sistem 
kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang pada 
masyarakat hukum adat tersebut. Pernikahan menurut adat Minangkabau yaitu 
pembentukan sebuah keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi 
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Adat perkawinan Padang Pariaman ini memiliki perbedaan dengan adat 
perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi bajapuik 
(menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya uang japuik atau 
jemputan. 
Bajapuik (japuik) jemput adalah tradisi perkawinan yang telah menjadi 
ciri khas di daerah Padang Pariaman. Bajapuik dipandang sebagai kewajiban 
pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak 
mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang japuik adalah 
pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang 
diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai dan akan 
dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara 




Adat perkawinan ini, termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya 
terjadi di daerah tertentu saja atau hanya dilaksanakan di daerah tertentu saja 
dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Padang Pariaman saja. Adat 
perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Padang Pariaman, termasuk yang 
telah merantau ke kota lainnya, salah satunya kota Bandar Lampung 
Tradisi uang jemputan yang berasal dari Padang Pariaman tetap 
dilaksanakan di rantau Bandar lampung karena menganggap adat tersebut 
harus terus dilestarikan dan tetap dilaksanakan meskipun tidak sepenuhnya, 
namun tidak semua masyarakat adat Padang Pariaman yang merantau 
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melaksanakan adat tersebut karena sudah berada di tanah rantau. Salah satu 
masyarakat Padang Pariaman di Bandar Lampung yang melaksanakannya yaitu 
pasangan Kemala Sri Yohana dan Tian Febriansah menikah pada tahun 2019 
dengan uang jemputan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang 
beralamat di Jl. Turi Blok U No 3 Perum Kemiling.
9
 Uang jemputan dalam 
masyarakat adat Padang Pariaman di Bandar Lampung  masih tetap eksis 
digunakan meskipun tidak semua masyarakat rantau masih melaksanakan adat 
tersebut. 
Berdasarkan problematika yang terjadi mengenai tradisi uang jemputan 
pada masyarakat Padang Pariaman tersebut itulah yang menjadikan motivasi 
penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan muncul sebuah pertanyaan mengapa 
masyarakat Minangkabau yang terkenal teguh memegang ajaran Islam 
terkadang untuk beberapa hal yang tidak prinsipal memiliki kecenderungan 
yang berbeda dengan kecenderungan yang dianjurkan oleh Islam dan uang 
jemputan nampaknya memberatkan pihak pengantin perempuan. Penulis 
tertarik meneliti bagaimana praktik uang jemputan pada masyarakat Padang 
Pariaman yang berada di rantau Bandar Lampung, dan bagaimana Islam 
memandang uang jemputan yang berlaku di dalam masyarakat adat Padang 
Pariaman tersebut. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada Tradisi Praktik Uang Jemputan dalam 
perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman di perantauan Bandar Lampung.  
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E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana praktik tradisi uang jemputan dalam perkawinan masyarakat 
adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik tradisi uang jemputan 
dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di 
Bandar Lampung ? 
F. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Untuk megetahui tradisi praktik uang Jemputan dalam perkawinan 
masyarakat adat Padang Pariaman perantauan di Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi praktik uang 
jemputan dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman 
perantauan di Bandar Lampung  
G. Signifikasi Penelitian  
Signifikasi dari penelitian ini adalah 
1.  Secara teoritis, signifikasi kegunaan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan mengenai kajian praktik tradisi uang jemputan dan nilai-
nilai  yang dapat diambil dari diterapkannya uang jemputan di dalam 
perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar 





2. Secara praktis, signifikasi penelitian ini diharapkan dapat memberi 
informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman praktik uang 
jemputan dan nilai-nilai  yang dapat diambil dari diterapkannya uang 
jemputan di dalam perkawinan masyarakat adat Padang Pariaman 
Perantauan di Bandar Lampung serta pandangan Islam terhadap uang 
jemputan tersebut. 
H. ̀ Metode Penelitian 
Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian 
supaya validitas data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan metode 
pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Namun sebelumnya 
memaparkan ketiga metode tersebut, peneliti akan menguraikan terlebih 
dahulu. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah proses 
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 
menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia.
11
 Pada penelitian ini 
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peneliti mengamati fenomena sosial yang terjadi di luar kebiasaan 
masyarakat umumnya di Bandar Lampung karena umumnya yang 
memberikan uang adalah pihak laki-laki dalam proses lamaran atau 
khitbah.   
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat dekriptif analisis yaitu cara menganalisis data 
yang teliti dengan memaparkan data-data, menggambar, menafsirkan, 




2. Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 
diperoleh dan dijadikan acuan. Sesuai dengan jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data adalah : 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang paling utama, yang dijadikan  bahan 
rujukan dalam penelitian untuk menganalisis pokok permasalahan, 
sumber hukum primer penulis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hasil wawancara melalui beberapa masyarakat yang bersuku 
Padang Pariaman yang menjalankan tradisi uang jemputan dan tokoh 
adat Padang Pariaman. 
b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang mendukung data penelitian, 
pengumpulan data ini diperoleh  dari buku-buku dan literatur tentang 
perkawinan, perundang-undangan tentang perkawinan, jurnal, dan judul-
judul skripsi lain yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimaksud. 
3. Populasi 
a. Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya tidak 
terbatas.
13
 Populasi bisa terdiri atas orang atau objek seperti luas dan 
jenis tanah, penggunaan sawah, perusahaan sejenis dan sebagainya.
14
 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini masyarakat adat 
Padang Pariaman yang melaksanakan tradisi jemputan terdiri dari 7 
pasangan yang melaksanakan uang jemputan.  
b. Sampel merupakan bagian suatu objek yang mewakili populasi.15 Sampel 
yang digunakan adalah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 5 orang yang 
melaksankan uang jemputan dan 3 orang yang merupakan tokoh adat. 




c. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitan ini adalah 
purposive sampling, teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel 
secara cermat serta mengambil orang atau objek penelitian yang selektif 
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dan memiliki ciri-ciri yang spesifik.
17
 Dengan pertimbangan tertentu, 
peneliti memilih individu yang benar-benar memiliki pengetahuan yang 
mempuni dengan topik yang akan diteliti.
18
 Adapun individu yang 
dimaksud adalah masyarakat Padang Pariaman perantau di Bandar 
Lampung yang melaksanakan adat uang jemputan dan tokoh adat yang 
mengetahui mengenai pelaksanaan uang jemputan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan 
salah satu cara yang bisa dilakukan penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media 
tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh 
subjek yang bersangkutan.
19
 Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan 
data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh 
catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Metode 
dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum 
didapatkan melalui metode wawancara. Kaitannya dengan penelitian ini 
adalah penulis dapat menggunakan metode dokumentasi ini untuk 
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mengumpulkan informasi mengenai uang jemputan baik dari buku, 
maupun dari jurnal yang telah ditulis sebelumnya. 
b. Wawancara 
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi 
ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 
diantaranya yaitu: Metode interview (wawancara), yaitu metode 
pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua 
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai 
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
20
 Kaitan metode 
wawancara dengan penelitian ini adalah metode wawancara digunakan 
penulis untuk mendapatkan informasi yang pasti dan jelas secara 
langsung mengenai pelaskanaan uang jemputan di Bandar Lampung. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 
dilakukan dengan cara : 
a. Pemeriksaan Data (editing) adalah suatu kegiatan mengkoreksi apakah 
data yang terkumpul sudah valid, benar, lengkap, sesuai atau relevan 
dengan masalah yang hendak diteliti.
21
 
b. Penandaan Data (coding), yakni pemberian tanda pada data yang 
diperoleh baik permohonan atau penggunaan tanda, simbol atau kata 
tertentu yang menunjukan golongan atau kelompok, klasifikasi data 
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sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk 
mengkaji data secara sempuna dan memudahkan analisis data.
22
 
Sistematisasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan urutan masalah, dalam hal ini penulis 
mengelompokan data secara sistematis, dari yang sudah diteliti dan diberi 
tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
23
 
6. Analisis Data 
a. Metode Berfikir Induktif 
Metode berfikir Induktif, yaitu: Suatu penelitian dimana 
berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 
kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan 
kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
24
  Berkaitan 
dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa 
praktik tradisi uang jemputan pada perkawinan masyarakat adat 
Padang Pariaman di Bandar Lampung dan dihubungkan dengan 
hukum Islam yang bersifat umum yang dilaksanakan. 
 
 












A. Perkawinan dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Perkawinan 
Nikah secara bahasa memiliki arti sebenarnya haqiqat yakni dham 
yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah memiliki arti 
kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti 
membuat perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam 
makna kiasan lebih banyak diketahui dibandingkan dalam arti sebenarnya 
jarang sekali dipakai saat ini. 
a. Menurut ahli ushul fiqh golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan 
menurut arti majazai (methaporic) adalah akad yang dengannya menjadi 
halal hubungan kelamin antara pria dan wanita 
b. Menurut ahli ushul golongan Syafi‟i, nikah menurut arti aslinya adalah 
akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan 
wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh 
c. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazim, dan sebagai 
ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyariat 
artinya antara akad dan setubuh.
25
 
Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana 
tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut: 
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a. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu 
adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak 
yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk 
akad karena merupakan peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau 
semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.  
b. Penggunaan ungkapan: (يتضمن اباحة الوطء) yang mengandung maksud 
membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-
laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang 
membolehkannya secara hukum syara. Di antara hal yang membolehkan 
hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. 
Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan 
sesuatu yang asalnya tidak boleh. 
c.  Menggunakan kata (بلفظ انكاح او تزويج) yang berarti menggunakan lafaz 
na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang 
membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu 
mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena 
dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan 
hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang 
laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga, perbudakan. 
Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan 
atau nikah, tapi menggunakan kata, tasarri. Abu Zahrah mengemukakan 





antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan 
kewajiban yang datangnya dari syara.
26
  
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut 
dalam dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata tersebut yang digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam 
dalam Al-quran dan hadis Nabi.
27
  
a. Perkawinan secara istilah berdasarkan pasal 2 KHI yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitisaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan dalam pasal 3 
KHI untuk mewujudakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warohmah. Jadi, perkawinan dalam arti sempit adalah akad 
yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan. Sedangkan arti perkawinan dalam makna yang luas adalah 
akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 




Jika melihat perkawinan dari segi sosial dari setiap bangsa maka dapat 
ditemui penilaian di mana yang umumnya orang yang berkeluarga atau 
berumah tangga lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah. Zaman 
dahulu wanita bisa dimadu sebanyak-banyak tanpa adanya batasan, 
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kemudian Islam datang dan memuliakan wanita, dan ajaran Islam wanita 
boleh dipologami dibatasi paling banyak empat orang dan terdapat syarat-
syarat tertentu yang harus dipenuhi. 
Dalam segi agama perkawinan adalah hal yang sangat penting dan 
juga suci, upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang dimana kedua 
belah pihak dihubungkan sebagai pasangan suami dan isteri.
29
 
Melihat dari segi ini perkawinan merupakan suatu perjanjian terdapat 
di dalam Al-quran : 
َ   ََ َ   ََ َ  ََ 
  َ َ45(َ:2َلنساءَ))ا) 
 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat.” (Q.S An Nisa (4) : 21) 
b. Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan bahwa nikah adalah salah satu 
upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah 
tangga dan juga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang 
dapat menjamin kelangsungan dan eksistensi manusia di atas bumi. 
Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas 
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c. Hasbi Ash-Shiddieq memberikan pengertian nikah yaitu akad yang 
memberikan manfaat hukum kebolehan untuk melakukan hubungan 
keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong 




Para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi 
perkawinan namun perbedaan itu tidak terdapat pertentangan yang tajam, 
namun hanya ada perbedaan sudut pandang.  
d. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu lebih memperlihatkan keinginan 
para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak 
dimasukkan dalam perumusan di satu pihak, sedang di lain pihak dibatasi 
pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan, 
unsur yang lain dijelaskan dalam  tujuan bukan perumusan. Pendapat ini 
setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai 
pengertian atau definisi perkawinan antara lain : 
e. Ahmad Azhar Bashir merumuskan nikah adalah melakukan suatu aqad 
atau perjanjian untuk mengingatkan diri antara seorang laki-laki dan 
wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belak pihak, 
dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belak pihak untuk 
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mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
32
 
f. Mahmud Yunus, merumuskan perkawinan  adalah aqad antara  calon laki 
istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. 
Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari 
calon suami atau wakilnya.
33
 
g. Sulaiman Rasyid, merumuskan perkawinan adalah aqad yang 
menghalalkan pergaulan dan membatasi  hak dan kewajiban serta 
bertolong-tolonglah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
antara keduanya bukan muhrim.
34
  
h. Abdul Sidik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki 
dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang 
tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta 
mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin
35
 
i. Soemanti, nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-
laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarangan perjanjian 
tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki 




j. Zahri Hamid menulis sebagai berikut yang dinamakan nikah menurut 
syara ialah aqad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan 
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ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian 
luas, pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang 
dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.
37
 
k. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 
pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga 




l.  Perkawinan menurut Islam di dalam KHI adalah pernikahan, yaitu aqad 




Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu 
sama lain, karena pada intinya secara sederhana dapat disumpulkan hakikat 
nikah adalah aqad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan tujuan 
beribadah kepada Allah swt, melanjutkan keturunan, menyalurkan hawa 
nafsu, dan menjaga ketentraman jiwa. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga 
disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan oleh Allah dalam Al-quran untuk 
melaksanakan perkawinan. Di antara firman  Allah sebagai berikut : 












  َ   ََ ََ  َ  َََ
َ  َ   ََََ َََ  َ  َ
 (24(َ:42َ) لّنورا)
 “Dan kawinilankanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu 
dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba 
sahayanya yang laki-laki dan hamba-hamba sahyamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan 
kepada mereka dengan karunia-Nya” (Q.S An Nur (24) : 32) 
Makna dari surat An Nur ayat 32 ini adalah seorang pria yang ingin 
menikah namun dia khawatir tidak sanggup menafkahi perempuan yang 
akan dijadikan istrinya. 
b. Hadis Rasullah saw 
اهللََصلىَاهللَولَُسَُرَََنَََاَ,وَُْنَعَََاهللَُيَضَِرَََكِلَامَََبنَُاسَاََِنَََاََنَْعََ  
يْ نَِِإَذاَتَ َزوََّجَاْلَعْبُد،َفَ َقِدَاْس َتْكَمَلَِنْصَفََوسلمعليوَ ،الدِّ  
ِفْيَم اَبَِقي)رواهَإمامَالبخاري(40              فَ ْلَيتَّقََِاهللََ
“ Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwasannya Rasullah 
saw Jika seorang hamba menikah, maka ia telah 
menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah 
ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”
41
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Makna dalam hadis ini adalah menikah melindungi orang dari zina,  
sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang 
mendapatkan jaminan dari Rasulullah saw dengan surga. 
َُمَكاثٌِرَِبُكُمَْاألَُممَِتَ َزوَُّجْواَفَإَِمةَرضيَاهللَعنو:امارواهَابوَ ِّنِّ  
ََكَرْىَبانِيَّةََِالنََّصاَرى )رواهَالبيهقي(42  َيَ ْوَمَاْلِقيَ اَمِة،ََوالَََتُكْونُ ْوا
 
 “Diriwayatkan oleh Abu Ummamah Radhiyallahu anhu: Menikahlah, 
karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah 
kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah 
kalian seperti para pendeta Nasrani.”
43
 
Makna hadis Nabi saw ini adalah menganjurkan kita dalam banyak hadis 
agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai 
hal itu dan melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini 
menyelisihi sunnahnya. 
ِمِذيََعنَاَبَُوَاَيُوبََرِضيَاهللََعنُو,َقَاَلَانَرََسَُولَََاهللَ  َرَواَُهَالِّتِّ
َواُك،ََوالنَِّكاحَُ َعطُُّر،ََوالسِّ :ََاْْلَيَ اُء،ََوالت َّ  قََالَََأَْرَبٌعَِمْنَُس َنِنَاْلُمْرَسِلْْيَ
                )رواهَالِّتمذي)44     
“At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu, ia 
menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda ada empat perkara 
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yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai 
wewangian, bersiwak, dan menikah.
45
 
Makna dari hadis tersebut adalah menikah merupakah sunah Rasulullah 
saw  
   َ َ َ َََ َ  َ َ َ   َ 
 (94:ََ(45)َاالنبياء(َ
  “Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb-nya: „Ya 
Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri 
dan Engkau-lah Waris Yang Paling Baik” (Q.S Al-Anbiyaa (21): 
89) 
Makna dari Al-quran surat Al Anbiya ayat 89 adalah Nabi Zakriya 
memohon kepada Allah swt untuk di karuniai anak sebagai pewaris 
beliau yaitu seorang Nabi, untuk mendapatkan ahli waris atau 
mendapatkan keturunan hanya dengan menikah.  
ث َََناَِعيَسىَْبُنََمْيُموِنَ ثَ َناَاََدُمََحدََّ َثَ َناَاََْْحَُدَْبُنَااَلْزىََِرََحدَّ  َحدَّ
 َعنََِاْلَقاَِسِمََعْنََعاَئِثََةَقَاَلْتَقَاَلََرُسْوَُلَاهللََِصلىَاهللَعليوَ
َفَ َلْيَسَِمّنََِّوسلم َ،ََفَمْنَََلَْيَ ْعَملَِبُسنَِِّتْ النَِّكاُحَِمْنَُسنَِِّتْ  
46ابنَماجو(َ)رواه  
“Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan 
kepada kami Adam, mewartakan kepada kami Isa bin Maimun, 
dari Al-Qasim, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: 









Menikah bagian dari sunahku. Siapa yang tidak melakukan 




Makna dari hadis ini pernikahan merupakan sunnah Rasul maka apabila 
yang menentang pernikahan bukan ummat Rasulullah saw. 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Unsur-unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan 
yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan 
akad dengan si suami, dua orang saksi yang akan menyaksikan telah 
berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun 
perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: 
a. Calon mempelai laki-laki 
b. Calon mempelai perempuan 
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan  
d. Dua orang saksi 




Selain dari yang telah disebutkan di atas merupakan rukun perkawinan 
yang wajib dipenuhi oleh setiap seseorang yang ingin melangsungkan 
pernikahan atau perkawinan. Dari masing-masing rukun tersebut diharuskan 
untuk memenuhi persyaratan tersebut : 
c. Bagi calon mempelai laki-laki disyaratkan : 
1. Bukan mahram dari calon isteri 









2. Tidak terpaksa atau kemauan sendiri 
3. Orang tertentu atau jelas orangnya 
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.49 
2. Bagi calon mempelai wanita disyaratkan : 
a. Tidak ada halangan hukum : Tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah 




a. Telah dewasa dan berakal sehat 
b. laki-laki 
c. Muslim 
d. Orang merdeka 
e. Tidak dalam pengampuan 
f. Berpikiran baik 
g. Adil 
h. Tidak sedang melakukan ihram
51
 
4. Saksi  
a. Saksi berjumlah dua orang 
b. Kedua saksi beragama Islam 
c. Kedua saksi adalah orang merdeka 
d. Kedua saksi adalah laki-laki 
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e. Kedua saksi adil 
f. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.
52
 
Dalam KHI syarat calon suami dan isteri sebagai berikut : 
a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 
telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 
calon suami dan istri sudah mencapai umur 19 tahun. 
b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Maka bentuk 
dari persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas 
dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat dapat juga berupa diam dalam 
arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 
c. Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah 
menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 
saksi nikah. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bila calon 
mempelai ada yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan 
dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. 
d. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 
wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah 
pihak. 
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e. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan 
tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI
53
 
4. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 
sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 
anggota keluarga, sejahtera artinya merupakan terciptanya ketenangan lahir 
dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. 
Sehingga timbul kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.
54
 
Sebagaimana dalam agama Islam tujuan substansial perkawinan tersebut 
dapat diuraikan sebagai berikut yaitu : 
1.  Pembersihan moralitas manusia 
Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia 
dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu 
dengan jalan yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas 
manusia sebagai hamba Allah. Karena setiap manusia mempunyai nafsu 
sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang 
tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-quran yang berbunyi :  
  َ  َ  َََ َ  َ   ََ َََََ  َ 
 َ ََََ12: (54))يوَسف ) 
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“Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali 
(nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 
maha pengampun, maha penyayang” (Q.S Yusuf (12) : 53) 
2. Mengangkat harkat dan martabat 
Dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika 
kedudukan perempuan diposisikan tidak lebih dari barang dagangan yang 
setiap waktu dapat diperjualbelikan bahkan anak-anak perempuan 
dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
55
 
3.  Mereproduksi keturunan 
Agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, dan juga agar setiap 
makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis 
sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang 
seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.
56
  
Keinginan untuk melanjutkan keturunan adalah naluri atau gazirah umat 
manusia yang bahkan juga gazirah bagi makhluk hidup di bumi ini yang 
diciptakan Allah. Allah menciptakan bagi manusai nafsu shahwat yang 
dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk 
menyalurkan nafsu shahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang 
sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui 
perkawinan. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan 
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ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman 
Allah  
 َ  ََ َ َ ََ  َ  َ   َ  َ
ََََََ َ َ َ َ ََ(ََالروم
(23:)45) 
“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan 
ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan 
kasih sayang. Sesunggunya pada yang demikian itu benar-benar 
menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar Rum (30) : 
21 )  
Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat 
manusia bisa saja ditempuh dengan melalui jalur di luar perkawinan, namun 
untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak 
mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.
57
 
Tujuan adanya perkawinan adalah adalah keluarga yang : 
a. Sakinah, artinya tenang 
b. Mawaddah, artinya keluarga yang terdapat rasa cinta, berkaitan dengan 
hal-hal yang bersifat jasmani. 
c. Rahmah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang, yaitu 
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5. Hukum Nikah 
Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi 
yang lima yaitu : 
a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah 
mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan 
terjerumus dalam praktek perzinahan. 
b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir 
dan batin kepada calon istrinya,sedangkan nafsunya belum mendesak. 
c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai 
kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari 
berbuat haram. 
d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi 
belanja calon istrinya. 
e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 




Ulama Syafi‟iah terperinci menyatakan bahwa hukum perkawinan itu 
dengan melihat pada keadaan orang-orang tertentu. Sunnah hukumnya bagi 
orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin 
dan dia telah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. 
Makruh hukumnya bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, 
belum mempunyai keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk 
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perkawinan juga belum dimiliki. Begitu pula ia telah mempunyai 
perlengkapan untuk perkawinan, namun secara fisik cacat, seperti impoten, 
berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.
60
 
Ulama Hanafiah menambahkan lagi hukum secara khusus bagi 
keadaan-keadaan dan orang-orang tertentu, yaitu wajib bagi orang yang 
telah pantas untuk kawin, telah memiliki keinginan untuk kawin dan juga 
memiliki perlengkapan untuk kawian dan dia juga takut melakukan 
perbuatan zina apabila dia tidak kawin. Makruh bagi orang pada dasarnya 




Hukum menikah menurut mazhab Hambali pada dasarnya adalah 
sunnah. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi mubah ketika 
orang tersebut tidak ada hasrat untuk menikah dan juga tidak kahawatir akan 
terjerumus ke dalam perzinahan. Dapat juga berubah menjadi wajib bagi 
orang yang khawatir jatuh pada perzinahan ketika ia tidak menikah.
62
 
Menurut mahzab Maliki hukum menikah menjadi wajib apabila 
memenuhi tiga syarat, yaitu khawatir melakukan zina,  tidak mampu 
berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina, 
tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri 
dalam istimta‟. Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khwatir zina 
dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak 
mampu jima‟, sementara isterinya tidak ridho. Hukum menikah menjadi 
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sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak 
mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya. Hukum menikah menjadi 
mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, 
sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah
63
 
B. Khitbah  
1. Pengertian Khitbah 
Seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan hendaknya 
meminang wanita tersebut kepada walinya sebelum melangkah ke jenjang 
pernikahan, Islam sudah mengatur mengenai tata cara peminangan. Hal ini 
penting dilakukan agar kehidupan rumah tangga nantinya berjalan dengan 
baik, penuh kasih sayang dan juga rasa kebahagiaan. Kata khitbah berasal 
dari bahasa Arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata 
peminangan berasal dari kata pinang, meminang.  
Secara etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita 
untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).
64
 Secara terminologi, 
peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan 
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki 
meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara 
yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.
65
. 
Peminangan di dalam ilmu fiqh disebut dengan “khitbah” yang 
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artinya permintaan. Menurut istilah, peminangan artinya pernyataan atau 
permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk 
menikahinya, baik dilakukan secara langsung ataupun dengan melalui 




Meminang artinya ialah seorang laki-laki meminta terhadap seorang 
perempuan untuk0menjadi istrinya, menggunakanJcara-caraJyang telah 




Kata KhitbahOadalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan 
derngan penyampaian keinginan untuk melangsungkan ikatan perkawinan. 




Dari beberapa definisi yang dijelaskan ditarik sebuah pengertian  
bahwa peminangan yang bersifat umum, bahwa peminangan merupakan 
kegiatan awal sebagai upaya menuju terjadinya perjodohan diantara kedua 
belah pihak sebelum akad nikah dilaksanakan. Istilah peminangan tetap 
berlaku dengan tidak memandang dari pihak mana dulu yang memulainya, 
baik dari pihak laki-laki kepada perempuan, ataupun sebaliknya. Karena hal 
tersebut hanya didasarkan pada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat 
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2. Dasar Hukum Khitbah 
Terdapat dalam Al-quran sebagaimana dalam firman Allah  
َ  َ َ َ   َََ  َ  ََ  )َالبقرة 
(4(ََ:421) 
 “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan   
sindiran” (Q.S Al Baqaroh (2) : 235) 
Terdapat di dalam Al-quran dan dalam banyak hadis Nabi yang 
membicarakan hal peminangan. Namun tidak dijelaskan dengan jelas 
larangan melakukan atau dilarang, sebagaimana perintah untuk mengadakan 
perkawinan secara jelas dan baik dalam Al-quran maupun di dalam hadis 
Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat 
ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun 
Ibnu Rusyd dalam Bidayat al Mujtahid yang menukilkan pendapat Duad al 
Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan 




Meskipun hukum peminangan tidak sampai wajib, namun tetap ada 
hikmahnya. Adapun hikmahnya yaitu menguatkan ikatan perkawinan yang 
diadakan setelahya, kedua belah pihak dapat saling mengenal. Oleh sebab 
itu Nabi saw memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk 
melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian, 
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Rasulullah saw bersabda: : 
اْلُمِغريَِةَْبِنَثُ ْعَبَةَقَاَلََجطَْبُتَاْمَراَُةَفَ َقاَلَِلََرُسوُلَاهلِلَََعنَِ  
قَاََلَفَاَْنظُرَْرَْظَََنَأَََصلَّىَاهللََُعَليِوََوَسلَّمََ َهاَفَِإنَُّوَََتَقُ ْلُتَالََ ِإلَي ْ  
َنُكمَََ َ(رواهَالِّتمذي) 70                        َأْحَرىََأْنَيُ ْؤَدمَََبَ ي ْ
  “Dari al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "saya meminang seorang 
wanita, Rasulullah saw. lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah 
melihatnya?" saya menjawab: "belum." beliau bersabda: "lihatlah ia 
karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua." Lihatlah ia, sebab 




َالنَِّبََّ َقَلَلَِرُجٍلَتَ َزوَّجَََصلىَاهللَعليوَوسلم:ََعْنََاِبَُىَريَرَةَاَنَّ  
 َاِْمَرأَةََ)َايَاَرَاَدََذَِلَك(َاَََنَظْرَتَاِلَيَهاَ:َقَاَلَ:َاََِذََىْبَفَاْنظُرَْ
72اَِلَيَهاَ  
“Dari Abu Hurairah Nabi bersabda kepada seseorang yang akan 
mengawini seorang wanita.”sudahkah engkau melihat wanita itu? 
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 فَ ْليَ ْفَعْلَ)رواهَابوَداود(74
“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw  bersabda: Apabila 
seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa 




Khitbah dalam hukum Islam bukan hal yang wajib dilalui, dan juga 
merupakan tahap yang umumnya pada setiap akan melangsungkan 
perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama Islam 
datang tetapi ada sebelum Islam datang. Kini tradisi khitbah sudah menjadi 
tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, 
termasuk di dalam hukum adat, dengan tata cara yang berbeda sesuai adat 
masing-masing. 
Pada dasarnya pihak laki-laki yang mengkhitbah pihak perempuan, 
akan tetapi hukum syara menetapkan perempuan boleh meminang lelaki 
berdasarkan hadis dari dari Sahl bin Sa‟ad (ia) berkata: 
 ياََرُسْوَلَاهلِلَجْئُتَاََىُبََلَكَنَ ْفِسى,َفَ َنَظَرَاِلَيَهاََرُسْوَُلَاهلِلَ
طَاََصلىَاهللَعليوَوسلم طاَْ ََ َبَُو,َُُثَّ َهاََوصوَّ ,ََفَصعََّدالنََّظَرَِفي ْ  
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ارََاِتَاَاْلَمْراَةَُ,َرَْأَسُو,َصلىَاهللَعليوَوسلمَُسْوَُلَاهللَِرََ فَ َلمَّ  
َهاَشََ يَ ْقِضَِفي ْ ًعاََجَلَسْت,َفَ َقاََمََرُجلٌَاَنَُّوََلََْ َفٌقََعَليِو(َي ْ 76ُ)مت َّ  
 “Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai 
Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku 
kepadamu.” Lalu Rasulullah saw melihat kepadanya. Beliau melihat 
kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau 
menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat 





Menurut Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991: 
Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang 
berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh 
perantara yang dapat dipercaya.. 
Pasal 13: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 
bebas memutuskan hubungan pinangan, (2) kebebasan memutuskan 
hubungan pinangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan 
tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan 
dan saling menghargai. 
3. Macam-macam Khitbah  
Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:
78
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 a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang 
sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk 
peminangan, seperti ucapan,”saya berkeinginan untuk menikahimu.”  
b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak 
terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan 
itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan,”tidak ada 
orang yang tidak sepertimu.” 
  Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa 
laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. 
Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-
kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-
kata sindiran yang diperbolehkan lakilaki, demikian pula sebaliknya.
79
 
Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula 
masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang 
dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi 
bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan 
dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya 
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4. Ketentuan Khitbah 
Secara syariat, wanita yang boleh dikhitbah memiliki beberapa persyaratan, 
diantaranya: 
1. Bukan wanita yang haram dinikahi, terbagi dalam dua kategori, yaitu:  
a. Wanita yang diharamkan untuk selamanya, ini terbagi menjadi tiga
81
 
yaitu adanya hubungan nasab  (keturunan), sesusuan dan musoharoh 
b. Wanita yang diharamkan dalam batasan waktu, diantaranya: dua 
bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang 
bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang sama 
wanita yang masih dalam iddah, wanita yang ditalak tiga hingga dia 
menikah dengan pria lain wanita yang sedang ihrom, haram bagi pria 
kafir sampai menjadi muslim, wanita kafir hingga memeluk Islam, istri 
pria lain, wanita pezina atau pelacur diharamkan hingga dia bertaubat 
serta selesai dari masa iddahnya.
82
 
2. Bukan wanita yang menjalani masa iddah. 
83
 
 a. Masa iddah yang disebabkan meninggalnya suami. 
 b. Masa iddah yang disebabkan talak ba’in, para ulama sepakat bahwa 
tidak bolehnya meminang wanita pada masa iddah talak ba’in qubra 
(talak 3 kali), talak ba’in qubra ini membuat pasangan suami istri 
memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum 
dinikahi oleh pria lain, hal ini berbeda dengan talak ba’in sugrah, 
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dimana wanita yang ditalak (2 kali) masih halal bagi suami untuk rujuk 
dengan akad nikah dan mahar yang baru. 
c. Masa iddah yang disebabkan talak raj’i (suami boleh kembali ke istri 
karena talaknya belum 3 kali) dimana istri yang ditalak masih berstatus 
istri, suami boleh kembali ruju‟ tanpa adanya akad serta mahar. 
 d. Masa iddah yang disebabkan khulu atau fasakh, wanita yang iddah 
disebabkan khulu, atau karena fasakh disebabkan suami tidak 
memberikan nafkah atau menghilang/tidak pernah pulang 
3. Bukan perempuan yang (menyetujui) sudah dikhitbah oleh pria lain. 
 َرُسوُلَاهلِلََصلَّىَاهللََُعَليِوََوَسلََّمَالََََيُْطبََُعْنََاىبَُىَريْ َرَةَقَاَلَقَاَلَ
َج ُُلََعَلىَِخْطَبِةََاِخيوَ َََ ابنَامة(َرواه (الرَّ
“Dari Abi Hurairah, ia berkata  Rasulullah saw  bersabda: "Tidak 
boleh seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya."  
Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi disebutkan dalam 
pasal 12 yang secara lengkap yaitu  
 (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau 
terhadap janda yang telah habis masa iddahnya 
(2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah rajiyyah 
haram dan dilarang untuk dipinang 
 (3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, 






 (4) putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang 
telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 
5. Ketentuan Melihat Batas Wanita yang di Khitbah  
Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang 
dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat 
beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan yang boleh 
dilihat yaitu hanya muka dan telapak tangan. Yang menjadi dasar bolehnya 
melihat dua bagian badan itu adalah hadis Nabi dari Khalid ibn Duraik dari 





 “Asma binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai 
pakaian yang semoit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata : hai 
Asma‟ bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali 
ini dan ini. Nabi mengisaratkan kepada muka dan telapak tangan”
85
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Alasan dipadakan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan 
melihat muka dan telpak tangan dapat diketahui kecantikan dan dengan 
melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.
86
 
Ada juga dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa seorang laki-
laki boleh melihat perempuan yang hendak dipinang dengan berpakaian 
yang boleh dilihat oleh ayah dan mahramnya yang lain, akan tetapi pria 
tersebut boleh pergi dengan disertai oleh ayah atau salah seorang dari 




Dalam proses nazar (melihat calon istri) terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi, pertama calon suami telah memiliki niat kuat untuk 
menikah. Kedua, batasan bolehnya memandang sangat terpaut dengan etika 
dan budaya yang esensinya ialah dapat “melihat” ketertarikan diri untuk 
menikahinya. Hal ini nazar berupa rukhsah (keringanan) dimana syariat 
membolehkan hanya bagi orang yang berniat melamar, selain itu maka 
hukumnya haram. Selain itu, bukan hanya pria yang dapat “melihat” calon 
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6. Hikmah Khitbah 
Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak 
hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial, juga 
bukan semata-mata peristiwa ritual. Khitbah memiliki sejumlah keutamaan 
yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. 
Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:
89
 
a. memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang 
beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak 
akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba 
melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap 
berada dalam koridor syari‟at, yaitu memperhatikan batasan-batasan 
interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. 
Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah 
pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan 
persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.  
b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-
laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan 
melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan 
mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar 
untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang 
pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang 
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Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral 
apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari 
laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum 
memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. 
Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan 
merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera 
menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan 
hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. 
Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan 
tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada 
dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat. 
 c. Menumbuhkan ketentraman jiwa Dengan peminangan, apalagi telah ada 
jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua 
belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya 
calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya 
tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang 
meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan 
telah bersedia menerima pinangannya. 
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d. menjaga kesucian diri menjelang pernikahan Dengan adanya pinangan, 
masing-amsing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa 
tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh 
karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal 
yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. 
e. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus 
berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan 
agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka. 
َ َ ََ   َ  َ ََ َ  َ َََ
َ َ َ ََ (َ24(: 42)الّنر) 
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 
merekamenahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 
demikian ituadalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang mereka perbuat"...(Q.S An-Nur (24):30) 
Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan 
orang lain yang bermaksud iseng 
f. Melengkapi persiapan diri pinangan juga mengandung hikmah bahwa 
kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju 
pernikahan. Masih ada waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin 
oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam 





dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum 
yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih 
dahulu sebelum terjadinya akad nikah. 
C. Walimah  
1. Pengertian Walimah 
Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab 
yang memiliki arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan 
tidak digunakan untuk perelatan di luar perkawinan. Kemudian makna ini 
diadopsi dari nama “makanan” dan “hidangan pengantin” yang diadakan 
karena adanya pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Maka 
dari itu walimah tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin. 
Inilah makna walimah menurut bahasa dan apa yang telah dikenal oleh 
banyak ulama.
91
 Menurut literatur Arab bahwa walimah terjadi ketika 
perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan dalam rangka 
untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut 




Selain itu walimah bisa dikatakan secara etimologi memiliki arti 
“berkumpul”, dan dalam istilah pernikahan adalah makanan pesta 
pernikahan atau setiap makanan untuk undangan dan sebagainya. Karena itu 
dalam bahasa Indonesia sama dengan resepsi pernikahan atau pesta 
pernikahan. Sedangkan secara terminologi Imam Syafi‟i dalam kitab Al-
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Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan 
pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya 
yang mengundang orang banyak, dinamakan walimah
93
 
Walimah dalam Islam tergolong perbuatan yang mustahab 
(dianjurkan), karena merupakan suatu acara pemberitahuan adanya 
pernikahan dan sekaligus silaturahmi serta mohon doa restu. Akan tetapi 
meskipun dianjurkan walimah dalam pelaksanaanya tidak boleh berlebihan 
tetapi disesuaikan dengan situasi dan kewajaran
94
 
2. Dasar Hukum Walimah 
Hukum walimah untuk pengantin yaitu sunnah. Ketentuan ini telah 
menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, ada sebagian ulama ada yang 
mengatakan bahwasan hukumnya wajib.
95
 
Maka hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw Al-Bukhari meriwayatkan 
dari Anas, ia mengatakan 
  َرُسْوَلَاهللََصلَّىَاللَُّوََعَلْيِوََوَسلََّمََأوََْلَََعَلىَاْمَرأٍَةَِمْنَِنَسائِِوََماََماَرَأَْيتَُ
 البخاري(َرواهَ َأوََْلَََعَلىَزَيْ َنَب،َفَِإنَُّوََذَبَحََشاًةََ)
 “Tidaklah Nabi saw, menyelenggarakan walimah atas sesuatu dari 
isterinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri zaenab, 
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3. Hikmah Walimah Nikah  
Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa 
keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:
97
 
1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT  
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya  
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah 
 4.Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri  
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah Hikmah dari disuruhnya 
mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada 
khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehimgga semua pihak 
mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan 
terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari 




1. Pengertian Urf 
Kata urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat 
kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang 
lebar, ringkasnya urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat 
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manusia. Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian 
bahwa urf dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, 
hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu 
pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain 
dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat 
kebiasaan).  
Di samping itu, dari definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan 
di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-
Adat terbentuk dari mashdar al-Aud dan al-Mu awadah yang artinya adalah  
pengulangan kembali, sedang kata al urf terbentuk dari kata mashdar al-
muta’aruf, yang artinya saling mengetahui. 
Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari 
pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika 
pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia 
sudah bisa memasuki milayah muta’aruf, dan saat ini pulalah adat berubah 
menjadi urf (haqiqat urfiyah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul 
pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, 
kemudian menjadi urf. 
Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan urf 
dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsip, artinya 
pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan 





Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi 
yang berbeda, di mana urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh 
banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia 
dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik 
buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalaan penting, selama 
dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. 
Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat 
apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. 
Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa 
terjadinya perbedaan istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang 
berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut: 
Perbedaannya adalah: 
1. Urf  itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus 
dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi 
pelakunya. 
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau 
kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan. 
Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah 
pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan 
dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya 
2. Dasar Hukum Urf 
Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara didasarkan atas argumen 





a. firman Allah : 
َ  َ َ  َ َ َ   )(َ544)(:7االعراف)َ
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma‟ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh” (Q.S Al 
A‟raff (7):199) 
Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 
mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf  itu 
sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 
dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia 
yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam  











“Dari Abdullah bin Mas‟ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat 
ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. 
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Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan 
jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah 
melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., 
maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para 
hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya 
yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang 
dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh 
Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di 
sisi Allah”
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 (HR Ahmad Ibn Hambal). 
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan urf diatas sebagai dalil hukum, 
maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan 




“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum” 
Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi 
patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang 
telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut 
atau tegasnya tidak menyalahinya 
َبِالنَّص ْعِيْْيِ ََكالت َّ َبِاْلُعْرَِف ْعِيْْيُ  الت َّ
“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar urf seperti menetapkan 
(hukum) dengan dasar nash”.  
Suatu penetapan hukum berdasarkan urf yang telah memenuhi 
syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan 
penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada 









urf-urf khusus, seperti urf yang berlaku diantara para pedagang dan 
berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain. 
3. Macam-Macam Urf  
Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam urf dari tiga perspektif  
yakni: 
a. Dari sisi bentuknya atau sifatnya, urf  terbagi menjadi dua : 
1) Urf lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 
lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas 
dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa 
ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang 
akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk, urf dalam 
bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra 
atau putri seperti dalam firman Allah swt 
 َََ  ََ َ ََ       اَلنساء(َ
َ(2َ:َ)55َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ) 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki” (Q.S An-
Nisa (4) : 32) 
Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad 
dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dabbah yang sebenarnya 
berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. 





bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi 
kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. 
Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: thalaqtuki 
maka terjadi talak dalam pernikahan mereka. 
2) Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 
perbuatan atau muaamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan kabul, 
yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau garansi dalam 
membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk 
waktu tertentu, atau jual beli dengan hantaran barang tanpa tambahan 
biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan 
masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, dan lain sebagainya 
b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat 
maka urf  ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni urf  yang umum dan 
yang khusus: 
1) Urf yang umum adalah adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku 
secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi  
tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan urf 
yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan 
di kalangan mayoritas masyarakat urf  itu bisa disebut dengan urf atau 
tidak. Ataukah urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti 
Minangkabau saja bisa dikatakan urf yang umum atau tidak. 
2) Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat 





para ulama ushul fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam 
mengkategorikan urf  yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang 
sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi 
yang bisa membedakan sesuatu apakah termasuk dari urf yang umum 
atau yang khusus. 
c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syariat urf dibagi menjadi 
dua macam, yaitu: urf yang baik  dan urf  yang buruk, konsepnya adalah 
apakah sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak. Pembagian urf 
dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama ushul dalam 
kajian urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang 
urf  hanya akan mengemukakan pembagian urf dari segi kesesuaiannya 
dari syariah ataukah tidak. 
1) Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-quran al-karim 
ataupun sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka 
dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar 
bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum 
datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh 
masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-
contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana 
kemudian Al-quran al-karim ataupun sunnah menetapkan sebuah 
kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun 





juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain 
sebagainya. 
2) Urf  fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. 
Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa 
Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. 
Setelah datangnya Islam maka urf-urf yang seperti ini ditentang dan 
dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.  
4. Macam-Macam Urf Sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam 
Urf  dapat menjadi sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi 
persyaratan-persyararan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang 
dijadikan sandaran bolehnya menggunakan urf sebagai metode penemuan 
hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa urf  tersebut harus merupakan, 
urf  yang mengandung kemaslahatan dan urf  yang dipandang baik. Para ahli 




a. Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat 
perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya urf  itu berlaku 
dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 
keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 
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b. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. Artinya urf yang akan dijadikan sandaran hukum 
itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 
Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi: 
ال عبشة هنعشف انطاسئ                                                                       
                           
“Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum 
terhadap kasus yang telah lama”.
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c. Urf  itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 
suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak 
telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka urf itu 
tidak berlaku lagi.
104
 Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan 
yang mengakibatkan, urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan 




d. Urf  itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara.106 Jadi 
urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash 
qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah 
menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat 
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dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-
mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. 
Urf  yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan 
Al-quran 
   ََ َ َ  َ َ َ   َ  
َ َ َ  َ   ََ ََ(َ43(:1َ)َاملاَئدَة) 
 “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S 
Al-Maidah (5) : 90) 
 
Apabila dengan mengamalkan urf  tidak berakibat batalnya nash, bahkan 
dibenarkan oleh nash syar‟i atau dapat dikompromikan antara keduanya, 
maka urf tersebut dapat dipergunakan
107
 
Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan 
penggunaan al urf sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan 
tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-
historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, 
jika terjadi pertentangan antara al urf dengan nash Al-quran sulit rasanya 
untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam 
menentukan keabsahan al urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-
teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek 
pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di 
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kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa Al-quran, yang bersifat 
abadi itu, sebagai sumber hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses 
akomodasi bukan transformasi. 
5. Kaidah-kaidah Urf 
Di terimanya urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi 
peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Karena di samping banyak 
masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti 
qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah yang dapat di tampung oleh adat 
istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada 
mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan urf, akan berubah bilamana 
urf itu berubah. 
Ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan urf, di antaranya 
adalah: 
1. Adat itu adalah hukum 
 
Apa yang telah ditetapkan oleh syara secara umum tidak ada ketentuan 
yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia 
dikembalikan pada urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah 
atas ayat dalam Al-quran 
َ  َ َ  َ َ َ    )َ(َ7َاَالعراَف) 
َ:544)َ
          
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 





(Q.S Al Araf (7) : 199) 
2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan 
zaman dan tempat. 
3. Yang baik itu jadi urf seperti yang disyaratkan jadi syarat 
4. Yang ditetapkan melalui urf seperti yang ditetapkan melalui nash 
Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum 
yang ditetapkan melalui Al-quran dan sunnah akan tetapi hukum yang 
ditetapkan melalui urf itu sendiri.
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E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah 
ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok 
pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, diantaranya yaitu : 
1. Ririanty Yunita. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Lampung tahun 2012 telah menulis jurnal yang berjudul “Uang 
Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung”. 
Fokus penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui persepsi orang-orang 
rantau dari Padang Pariaman mengenai uang japuik, apakah para perantau 
tersebut mempunyai persepsi yang berbetuk positif ataupun negatif 
mengenai uang japuik di Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk kepada 
jenis penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh dari 92 
responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori rendah 
persepsinya mengenai uang japuik sebanyak 7 responden atau 8%. 
                                                          
108
 Sucipto,  Urf  Sebagai Metode dan sumber penemuan Hukum Islam, ASAS, Vol. 7, No. 





Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai uang japuik. 
Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori tinggi 
dalam mempersepsikan uang japuik. Responden ini mempunyai persepsi 
positif mengenai uang japuik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi 
pemberian uang  japuik dalam adat perawinan Padang Pariaman di kota 
Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar 




2. Roni Zuli Putra Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif 
Hidayahtullah Jakarta tahun 2016 telah menulis skripsi dengan judul 
“Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki”. Fokus penelitian dari 
skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah status sosial laki-laki menjadi 
tolak ukur besarnya uang jemputan yang diberikan oleh pihak perempuan 
kepada pihak laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 
(field research). Kesimpulan dari penelitian ini adalah status sosial sangat 
menentukan terhadap besarnya uang japuik yang diberikan pihak 
perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti. 
Semakin tinggi status sosial seorang laki-laki Pariaman semakin besar pula 
uang japuik yang akan diterima oleh laki-laki tersebut. Namun  status  sosial  
tidak semata dilatar belakangi  oleh pekerjaan laki-laki tersebut. Hal lain 
yang masih menjadi pertimbangan yaitu latar belakang dari keluarga 
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tersebut seperti kedudukan laki-laki tersebut dalam adat misalnya bergelar 
Sidi, Bagindo dan Sutan. Di rantau Kutabumi secara garis besar laki-laki 
Pariaman berprofesi sebagai pedagang atau sudah membuka usaha sendiri 
kisaran uang japuik yang akan diterimanya berkisar 5-10 Juta (karyawan 
dan pedang kaki lima) 10-15 Juta (sudah punya usaha/bengkel sepatu (bos) 
sendiri). Kemudian jika laki-laki tersebut berprofesi sebagai PNS, Dokter, 
TNI dan Polisi uang japuik yang akan di terimanya antara 15- 50 Juta. 
Standarisasi uang japuik ini sesungguhnya tidak diatur dalam adat, sifatnya 
kondisional dan kesepakatan antara kedua pihak. Namun secara formalitas 
harus dilaksanakan sebagai tanda penghormatan kepada ninik mamak. Uang 
japuik tidak hanya sebuah bentuk penghargaan pihak perempuan terhadap 
laki-laki akan tetapi juga mengangkat derajat dan martabat pihak perempuan 
di tengah-tengah masyarakat perempuan terhadap laki-laki akan tetapi juga 




3. Zike Marta, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dharma 
Andalas, Sumatera Barat tahun 2020 dengan Judul Jurnal “Persepsi dan 
Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada masyarakat sungai garingging 
Kabupaten Padang Pariaman”. Fokus penelitian ini adalah persepsi dan 
makna yang dipahami masyarakat sungai garingging Kabupaten Padang 
Pariaman tentang tradisi bajapuik dalam adat perkawinan. Penelitian ini 
menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan 
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adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah nampak bahwa tradisi bajapuik sangat bermakna bagi masyarakat 
sungai garingging Kabupaten Padang Pariaman, karena tradisi ini 
mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai 
pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi 
pendatang di keluarga calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, 
yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman khususnya di 




Berbagai penelitian yang berkaitan dengan uang jemputan telah 
dipaparkan, perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah  
1. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan uang jemputan yang berada 
di peratauan Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya 
yang berada di Kota Bandar Lampung membahas  mengenai pendapat 
masyarakat Padang Pariaman mengenai uang jemputan. 
2. Penelitian ini tidak membahas mengenai besarnya uang jemputan 
berdsarkan status sosial dan berbeda objek penelitian. 
3. Peneltian ini tidak terfokus membahas mengenai makna uang jemputan di 
dalam masyarakat adat Padang Pariaman dan berbeda objek penelitian. 
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